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Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAM BM) 
  

2.  Penyelenggaraan 
 
 
 
 
1   Ruang lingkup 
 
Pedoman ini memuat tata cara penyelenggaraan yang mencakup uraian yang menyangkut 
pelaku terkait dan tahapan kegiatan serta prinsip pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
penyelenggaraan PAM BM. Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan bagi para pelaku 
terkait dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana PAM BM yang mandiri dan 
berkelanjutan.   
 
 
 
2    Acuan normatif 
 
Undang - Undang Dasar  1945, pasal 33 ayat 3.  
Undang - Undang RI No. 32 tahun 2004, Pemerintahan Daerah. 
Undang - Undang RI No. 7 tahun 2004, Sumber Daya Air. 
Undang-Undang no.22 tahun 1999, Pemerintahan Daerah 
Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2001, Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa 
Keputusan Presiden No.80 tahun 2003, Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa 
Pemerintah. 
  
 
 
3   Istilah dan definisi 
 
Istilah dan definisi yang digunakan dalam pedomam umum ini, sebagai berikut: 
 
3.1 
Bamus AM  
singkatan dari Badan Musyawarah Air Minum yang merupakan nama generik dari lembaga di 
tingkat masyarakat dan merupakan forum demokrasi sebagai wadah proses pengambilan 
keputusan tertinggi yang mencerminkan aspirasi masyarakat pengguna layanan air minum. 
 
3.2 
Bapel AM 
singkatan dari Badan Pengelola Air Minum yang merupakan badan pelaksana dalam 
penyediaan air minum yang dibentuk oleh Bamus AM dan bertanggung jawab terhadap proses 
penyelenggaraan penyediaan air minum berbasis masyarakat sesuai Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga. 
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3.3 
fasilitator 
tenaga yang dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat dan atau pemerintah untuk mendorong, 
memotivasi dan memfasilitasi prakarsa partisipasi masyarakat, dalam penyelenggaraan 
penyediaan air minum berbasis masyarakat, yang diutamakan berasal dari lokasi setempat atau 
dari lokasi lain yang dapat dipilih/diterima oleh masyarakat di lokasi sasaran. 
 
3.4. 
manajemen masalah dan resiko PAM BM 
tindakan pengaturan, penanganan dan pengendalian termasuk pemantauan terhadap hal hal 
yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap bencana atau yang 
menimbulkan gangguan pada tahap pengoperasian prasarana dan sarana PAM BM. 
 
3.5 
masyarakat  
perorangan atau kelompok orang atau badan pengguna layanan air minum. 
 
3.6 
mekanisme penyelenggaraan PAM BM  
tata cara penyelenggaraan PAM BM khususnya yang menyangkut urutan kegiatan sesuai 
tahapan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pelaku terkait dan sumber 
pendanaannya. 

 
3.7 
musyawarah  warga  
proses pengambilan keputusan melalui forum musyawarah menuju mufakat antar anggota 
masyarakat bersangkutan sebagai pengguna layanan air minum. 
 
3.8 
pendamping teknis 
tenaga khusus yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang bertugas mendampingi 
masyarakat dalam hal teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan prasarana dan sarana 
air minum yang akan dibangun. Pendamping teknis diutamakan berasal dari dinas/instansi atau 
unit di kabupaten/kota yang terkait dengan tugas penyelenggaraan air minum. 
 
3.9 
penyelenggaraan PAM BM  
Kegiatan sosialisasi, persiapan, perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan peningkatan, 
penyuluhan, pelatihan masyarakat dan atau kegiatan penunjang lainnya dalam mewujudkan 
upaya penyediaan air minum berbasis masyarakat. 
 
 
4    Koordinasi penyelenggaraan PAM BM 
 
Koordinasi penyelenggaraan PAM BM menyangkut peran dan interaksi antar pelaku yang 
terkait, baik di tingkat masyarakat, kecamatan/desa, kabupaten/kota, provinsi atau pusat.  
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Secara skematis kaitan antar pelaku penyelenggaraan PAM BM dapat dilihat pada gambar 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1  Koordinasi penyelenggaraan PAM BM 
 
Uraian mengenai pelaku terkait pada tingkatan penyelenggaraan PAM BM adalah : 
 
4.1 Tingkat masyarakat 
 
Pada penyelenggaraan PAM BM, para pelaku utama yang terkait di tingkat masyarakat meliputi 
masyarakat pengguna air (calon konsumen), organisasi kelembagaan yang akan menyelengga-
rakan penyediaan air minum, yaitu Bamus AM, Bapel AM, dan fasilitator serta pendamping 
teknis. Berikut diuraikan para pelaku terkait pengguna air, yaitu: 
a) Masyarakat, 
b) Badan Musyawarah Air Minum, 
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Fasilitator, 
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Tim Kerja  
Kecamatan/ 
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M     A     S     Y     A     R     A     K     A     T 
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c) Badan Pengelola Air Minum, 
d) Fasilitator, 
e) Pendamping Teknis: 

Tugas pokok Pendamping Teknis adalah: 
Memperkuat dan meningkatkan kemampuan teknis masyarakat dalam memahami aspek-
aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan fisik dan pengelolaan air minum. 
Fungsi Pendamping Teknis adalah: 
1) Mendampingi masyarakat, Bamus AM dan Bapel AM dalam pelaksanaan PAM BM, 

terutama pada kegiatan perencanaan, penyusunan proposal, pengumpulan data 
lapangan dan pengawasan konstruksi, serta perhitungan harga air, 

2) Membantu menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan teknis pekerjaan 
prasarana dan sarana air minum yang sedang dibangun. 

 
4.2 Tingkat Kecamatan 
 
Setiap kecamatan umumnya sudah mempunyai Tim Kerja Kecamatan (terdiri dari Camat, Kasi 
Pemberdayaan Masyarakat (PMD), Ahli Sanitasi, Kepala Puskesmas dan PKK kecamatan). Tim 
ini mempunyai peran penting dalam mensukseskan PAM BM. Dalam kaitan dengan 
penyelenggaraan PAM BM. Tim kecamatan akan bekerja sama dengan Kepala desa setempat 
dalam penyelenggaraan PAM BM. Tim Kerja Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi 
antara lain: 
a) Memberikan bantuan fasilitasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan PAM BM sesuai 

kebutuhan, 
b) Memantau pelaksanaan PAM BM di wilayahnya dan melaporkan hasil pemantauannya 

kepada dinas atau unit terkait bidang air minum di kabupaten/kota, 
c) Membantu masyarakat dalam berkoordinasi dengan pihak lain diwilayahnya sesuai 

kebutuhan, 
d) Membantu dinas atau unit lain terkait bidang air bersih di kabupaten/kota dalam  

menyebarluaskan informasi tentang adanya dukungan atau peluang dalam pelaksanaan 
PAM BM, 

e) Membantu masyarakat mempromosikan proposal kepada lembaga donor, baik pemerintah 
maupun non pemerintah. 

 
4.3 Tingkat Desa 
 
Pelaku terkait kegiatan PAM-BM di tingkat desa, meliputi kepala Desa/Marga dan Perangkat 
Desa/Marga, yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah. Kepala Desa 
sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintah Desa /Marga , mempunyai tugas pokok 
dan fungsi antara lain: 
a) Menyampaikan program kegiatan PAM-BM dilokasi sasaran  
b) Memotivasi pelaksanaan program kegiatan PAM-BM, sesuai dengan sasaran 
c) Membantu masyarakat dalam berkoordinasi dengan stakeholders 
d) Memelihara fasilitas yang diberikan sesuai kebutuhan 
e)  melaporkan pelaksanaan program PAM-BM yang ada didaerahnya kepada Tim kerja tingkat 

kecamatan, rekomendasi Bupati setempat. 
 
4.4 Tingkat Kabupaten/Kota 
 
Pemerintah kabupaten/kota melalui dinas atau unit terkait bidang air minum di kabupaten/kota 
berperan terhadap kelancaran pelaksanaan PAM BM di wilayah kerjanya. Diharapkan adanya 
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peran aktif dari dinas atau unit tersebut dalam mendukung terlaksananya PAM BM, khususnya 
dalam hal: 
a) Memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat, Bamus AM dan Bapel AM dalam 

penyelenggaraan PAM BM, 
b) Mendukung dan memfasillitasi terjadinya koordinasi dan kerjasama antar pelaku PAM-BM 

(masyarakat, pemerintah dan lembaga non pemerintah) termasuk berkoor-dinasi dengan 
PDAM setempat dalam perencanaan dan pengelolaan PAM BM, 

c) Memasyarakatkan peluang PAM BM kepada masyarakat di wilayahnya, 
d) Mengumpulkan data dan informasi lokasi yang memerlukan air minum , 
e) Menyebarluaskan informasi tentang adanya dukungan atau peluang dalam pelaksanaan 

PAM BM, 
f) Apabila diperlukan, membuat pedoman pelaksanaan PAM BM untuk wilayah 

kabupaten/kota, 
g) Memantau dan mengawasi kegiatan pelaksanaan PAM BM diwilayahnya dan 

menyampaikan data serta informasi kegiatan tersebut kepada dinas atau unit terkait dengan 
bidang air minum di tingkat Provinsi, 

h) Mengalokasikan anggaran biaya operasional yang diperlukan untuk menunjang kegiatan 
PAM-BM tingkat kabupaten/kota, 

i) Melakukan supervisi terhadap pengembangan PAM BM diwilayahnya. 
 
4.5 Tingkat provinsi 
 
Penanggung jawab pembinaan PAM BM di tingkat provinsi adalah dinas atau unit terkait dengan 
bidang air minum yang berperan memberikan dukungan atas kelancaran pelaksanaan PAM BM 
di wilayah kerjanya. Tugas pokok dan fungsi dinas atau unit terkait bidang air minum di provinsi 
antara lain: 
a) Memberikan bantuan teknis kepada dinas atau unit terkait bidang air minum di 

kabupaten/kota dalam menunjang kegiatan PAM BM, 
b) Mendukung dan memfasillitasi terjadinya koordinasi dan kerjasama antar para pelaku PAM-

BM (masyarakat, pemerintah dan lembaga non pemerintah), 
c) Memasyarakatkan peluang PAM BM kepada masyarakat dan unit terkait lain diwilayahnya, 
d) Mengumpulkan data dan informasi lokasi yang memerlukan air minum dari kabupaten/kota 

diwilayahnya, 
e) Menyebarluaskan informasi tentang adanya dukungan atau peluang dalam pelaksanaan 

PAM BM, 
f) Apabila diperlukan, membuat pedoman pelaksanaan PAM BM tingkat provinsi, 
g) Memantau dan mengawasi kegiatan pelaksanaan PAM BM di wilayahnya dan 

menyampaikan data serta informasi kegiatan tersebut kepada departemen atau instansi 
terkait dengan bidang air minum di tingkat pusat, 

h) Mengalokasikan anggaran biaya operasional yang diperlukan untuk menunjang kegiatan 
PAM BM tingkat provinsi, 

i) Membuat pelaporan pelaksanaan pengembangan PAM BM di wilayahnya untuk dilaporkan 
kepada departemen atau instansi terkait dengan bidang air minum di tingkat pusat, 

j) Memasyarakatkan pedoman PAM BM kepada instansi pemerintah dan non pemerintah di 
tingkat provinsi serta kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya, 

k) Memfasilitasi terjadinya koordinasi pelaksanaan PAM BM di wilayahnya, 
l) Memantau kegiatan PAM BM di wilayahnya, 
m) Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menumbuhkembangkan pola-pola 

pembangunan berbasis masyarakat dan memadukan program dari masyarakat dengan 
program-program terkait di tingkat provinsi, 

n) Mengalokasikan anggaran biaya operasional yang diperlukan untuk tingkat provinsi. 
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4.6 Tingkat Pusat 
 
Pelaku terkait dengan kegiatan PAM BM di tingkat pusat adalah departemen/lembaga 
pemerintah non departemen terkait, yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, 
Departemen Kesehatan, Bappenas di bawah koordinasi Departemen Pekerjaan Umum . 
 
Tugas pokok dan fungsi dari departemen/lembaga pemerintah non departemen terkait tingkat 
pusat adalah: 
a) Menyusun kebijakan umum dan pedoman umum PAM BM, 
b) Melakukan sinkronisasi pelaksanaan PAM BM dengan program lain, 
c) Mengumpulkan data dan informasi pelaksanaan PAM-BM di kabupaten/kota melalui  

provinsi, 
d) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada kebijakan yang telah 

ditentukan, 
e) Memberikan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dalam mendukung pelaksanaan 

kegiatan PAM BM di wilayah provinsi, kabupaten/kota, termasuk pelatihan kepada fasilitator, 
pendamping teknis maupun kepada dinas atau unit terkait bidang air minum di 
kabupaten/kota dan atau provinsi. 

 
 
5  Tahapan penyelenggaran kegiatan PAM BM 
 
Tahapan penyelengaraan PAM BM adalah: 
a) Tahap persiapan, 
b) Tahap perencanaan, 
c) Tahap pembangunan, 
d) Tahap pengelolaan/peningkatan 
 
Skema tahapan penyelenggaraan PAM BM ini dapat dilihat pada gambar 2. 
 
5.1 Tahap persiapan 
 
Sebelum menyusun kegiatan penyelenggaraan, terlebih dahulu menentukan prioritas 
penanganan PAM BM serta bentuk dukungan pemerintah yang dapat dilakukan, seperti terlihat 
pada tabel 1.  
 
Pada tahap persiapan, penyelenggaraan PAM BM, meliputi kegiatan : 
a) Pra kondisi, terdiri dari penjajakan awal, sosialisasi dengan Pemda setempat, masyarakat 

maupun fasilitator, 
b) Bentuk dukungan, yaitu memberikan alternatif dukungan sesuai tingkat pendapatan 

masyarakat, ketersediaan air baku, kondisi prasarana dan saran air minum, dan kondisi 
keberadaan lembaga masyarakat, 

c) Mobilisasi masyarakat, yaitu menumbuhkan inisiatif masyarakat dalam menyediakan dan 
mengelola PAM BM, 

d) Pembentukan kelembagaan, 
e) Peyusunan proposal, 
f) Pengusulan proposal, 
g) Penyaringan dan persetujuan proposal. 
 
Adapun uraian rincinya dapat dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 1  Kriteria dukungan pemerintah 
 

Tingkat Pendapatan 
Masyarakat 

Ketersediaan 
Air Baku 

Kondisi Prasa-
rana dan Sarana  

Air Minum 

Kondisi Kebera-
daan Lembaga 

Masyarakat 

Rendah Mene-
ngah Tinggi Rawan Terse-

dia 

Ada, 
namun 
belum 
efektif 

Belum 
ada 

Ada 
dan 
aktif 

Ada, 
namun 
tidak 
aktif 

Tidak 
ada 

Aspek yang 
menjadi 
Prioritas 

Bentuk Dukungan 

V   V   V   V 
Teknis 

kelembagaan 
Manajemen 
Keuangan 

Bimbingan teknis, 
pembentukan 
kelembagaan, 
dampingan manajemen, 
stimulasi dana investasi 

  V V   V   V Teknis 
kelembagaan 

Bimbingan teknis, 
pembentukan 
kelembagaan 

V   V  V   V  
Kelembagaan 
manajemen 
keuangan 

Penguatan 
kelembagaan, 
dampingan manajemen, 
stimulasi dana investasi 

V    V  V  V  
Teknis 

kelembagaan 
Keuangan 

Bimbingan teknis, 
penguatan 
kelembagaan 

 V  V     V  Teknis 
kelembagaan 

Bimbingan teknis, 
penguatan 
kelembagaan 

 V   V  V  V  Teknis 
kelembagaan 

Bimbingan teknis, 
penguatan 
kelembagaan 

 V   V V   V  
Teknis 

Kelembagaan 
Manajemen 

Bimbingan teknis, 
pembentukan 
kelembagaan, 
dampingan manajemen 

 V   V  V V   Teknis Bimbingan Teknis 
 
5.2   Tahap perencanaan 
 
Pada tahap perencanaan, penyelenggaraan PAM BM , meliputi kegiatan : 
a) Persiapan, terdiri dari urusan perijinan, bentuk kerjasama  
b) Perencanaan fisik ,berupa penentuan: 

1) lokasi dan jenis sumber air baku 
2) luas dan kebutuhan daerah pelayanan 
3) teknologi pengolahan air 
4) jaringan perpipaan 

c) penyusunan jadual pelaksanaan serta jumlah dan kualifikasi Sumber daya manusia yang 
diperlukan 

d) pengadaan peralatan dan perlengkapannya, terdiri dari : 
1) kontrak kerjasama dengan pihak produsen atau supplier 
2) pemanfaatan bahan bangunan setempat 

e) Perencanaan pembiayaan 
f) Penyebarluasan informasi 
g) Pengajuan Badan Hukum PAM BM 
Adapun  uraian rincinya dapat dilihat pada tabel 3.  
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5.3   Tahap pembangunan 
 
Pada tahap pembangunan, penyelenggaraan PAM BM, meliputi kegiatan : 
a) Pelaksanaan pembangunan fisik 
b) Pengawasan 
c) Pembiayaan pembangunan 
d) Pengujian kinerja 
e) Serah terima laporan PAM BM 
Adapun uraian rincinya dapat dilihat pada tabel 4.  
 
5.4   Tahap pengelolaan/peningkatan 
 
Pada tahap pengelolaan/peningkatan PAM BM, meliputi kegiatan:  
a) Serah terima pengelolaan aset prasarana PAM BM dari pelaksana pembangunan kepada 

masyarakat setempat. 
b) Penyusunan Operasi Baku atau SOP PAM BM 
c) Penyusunan manajemen masalah dan resiko 
d) Melaksanakan pemeriksaan dan perawatan secara berkala  
e) Pembentukan pengelola harian penetapan administrasi dan system manajemen 
f) Evaluasi dan pelaporan   
 
Adapun uraian rincinya dapat dilihat pada tabel 5. 
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Pembangunan 
Serah terima 
Pengelolaan/ 
Peningkatan 

Gambar 2  Tahapan penyelenggaraan kegiatan PAM BM 
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Tabel 2   Kegiatan tahap persiapan 

Kegiatan Uraian Kegiatan Pelaku 
Terkait Peserta Metoda Media Tempat/ 

forum Waktu Ket 
1. Pra-Kondisi         
a. Penjajakan 
awal 

Memperoleh pemahaman potensi sumber daya manusia dan 
sumber daya alam, meliputi : 

-  identifikasi masyarakat: mata pencaharian, pendidikan, 
survai penduduk yang terlayani dan belum terlayani air 
bersih, kebiasaan dalam mendapatkan dan menggunakan 
air bersih, permasalahan yang sering timbul. 

-  identifikasi sumber daya manusia (penjajakan potensi  
masyarakat) 

- identifikasi potensi sumber daya alam: pengamatan 
alternatif sumber air, topografi dan jenis tanah, penetapan 
distribusi pelayanan, penentuan lokasi penempatan instalasi 
dan jaringan air minum 

- identifikasi kebutuhan air minum masyarakat (survei 
kebutuhan sendiri) 

fasilitator 
 
 

masyarakat 
tokoh 
masyarakat 

- Survei 
Kampung 
Sendiri 

- Analisa 
SWOT 

- Analisa 
kebutuhan 

Alat tulis 
Perlengkapan 
survei 
lapangan 

Balai desa 
Kantor RW 
Balai 
pertemuan 
Lokasi 
lapangan 
 

kesepakatan 
masyarakat 

 

b. Sosialisasi         
b.1. Sosialisasi 
dengan Pemda 

Mencapai kesepakatan pelaksanaan penyelenggaraan 
PAMBM dengan tahapan sbb: 
a. penyampaian informasi pendahuluan (konsep, program 

kegiatan dan tingkat keterlibatan yang diharapkan) 
b. pengiriman materi untuk dilengkapi (calon peserta akan 

menerima materi yang perlu dilengkapi dengan informasi 
dari daerah masing-masing) 

c. Undangan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk 
menghadiri kegiatan sosialisasi 

d. Pelaksanaan sosialisasi dengan materi : 
- identifikasi prioritas lokasi dan konsumen 
- penyaringan proposal 
- pembentukan Bamus-Bapel AM 
- penyiapan mekanisme pengelolaan 
- identifikasi pengembangan sistem  

e. Hasil sosialisasi adalah draft program pengembangan 
pelayanan PAM-BM 

fasilitator 
 

Dinas 
Cipta 
Karya 
Dinas 
Kimtawil 
Dinas PU 
Bagian 
Kesra 
Sekwil 
Daerah 
Kab/Kota 
Kantor 
PMD 

Ceramah 
diskusi & tanya 
jawab 
 

Papan tulis 
Clipchart 
Brosur 
Leaflet/film 
dll 

Balai desa 
Kantor RW 
Balai 
pertemuan 
dll 

1 hari  
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Tabel 2   (lanjutan) 
 

Kegiatan Uraian Kegiatan Pelaku 
Terkait Peserta Metoda Media Tempat/ 

forum Waktu Ket 
b.2. Sosialisasi 
dengan 
Masyarakat 

Memberikan pemahaman tata cara pelaksanaan PAMBM, 
dengan tahapan : 
a. penyampaian informasi pendahuluan ( kebijakan, proses 

dan kinerja pelayanan air minum) 
b. undangan disampaikan kepada tokoh masyarakat dan 

masyarakat setempat 
c. pelaksanaan sosialisasi dengan materi : 
- penjelasan konsep umum 
- penjelasan tentang tata cara PAM-BM sesuai pedum dan 

5 panlak 

fasilitator 
tokoh 
masyarakat 

Masyarakat Ceramah 
diskusi & tanya 
jawab 
 

Papan tulis 
Clipchart 
Brosur 
Leaflet/film 
dll 

Balai desa 
Kantor RW 
Balai 
pertemuan 
dll 

1 hari  

b.3. 
Pendampingan/ 
fasilitator 
 

Memberikan pendampingan teknis kepada fasilitator dengan 
proses penyelenggaraan sbb: 
- pembekalan awal : fasilitator diberi bekal informasi, 

pengetahuan dan keterampilan sesuai Pedum dan 5 
panlak.  

- pada akhir kegiatan fasilitator dapat menyusun rencana 
kegiatan, proses penyaringan usulan serta penyiapan 
tenaga fasilitator masyarakat, penganggaran dan 
pengaturan kegiatan yang diperlukan. 

fasilitator 
instansi 
terkait 

Instansi 
terkait 
Masyarakat 

Ceramah 
diskusi & tanya 
jawab 
pemberian 
saran/nasehat 
 

Papan tulis 
Clipchart 
Brosur 
Leaflet/film 
dll 

Balai desa 
Kantor RW 
Balai 
pertemuan 
dll 

1 hari pada 
awal kegiatan 
dan 1 hari 
pada akhir 
kegiatan 

 

c.  Bentuk 
Dukungan 

Memberikan alternatif bentuk dukungan sesuai tingkat 
pendapatan masyarakat, ketersediaan air baku, kondisi 
prasarana air minum dan kondisi keberadaan lembaga  
masyarakat, sesuai tabel 1. 

fasilitator 
inisiator                                                
motivator 
tokoh 
masyarakat 

Instansi 
terkait 
Masyarakat 

Ceramah 
diskusi & tanya 
jawab 
pemberian 
saran/nasehat 
 

Papan tulis 
Clipchart 
Brosur 
Leaflet/film 
dll 

Balai desa 
Kantor RW 
Balai 
pertemuan 
dll 

Pada awal 
kegiatan 

Secar
a 
terinci 
pada 
tabel 1 

d. Mobilisasi 
masyarakat 

Menumbuhkan inisiatif masyarakat untuk menyediakan dan 
mengelola PAMBM 

Inisiator 
Motivator 
Kepala 
desa 
Lurah 

Masyarakat 
Tokoh 
masyarakat 
instansi 
terkait 

Rembug warga 
 

Papan tulis 
Clipchart 
Brosur 
Leaflet/film 

Balai desa 
Kantor RW 
Balai 
pertemuan 
dll 

kesepakatan 
masyarakat 
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Tabel 2   (lanjutan) 
 

Kegiatan Uraian Kegiatan Pelaku 
Terkait Peserta Metoda Media Tempat/ 

forum Waktu Ket 
2.    Pembentukan 
Kelembagaan 

       

 
 

Melaksanakan pembentukan Bamus-AM 
- pemilihan anggota Bamus-AM 
- susunan pengurus  
- menyusun wewenang dan tugas Bamus-AM 
- penyusunan tupoksi  
- pemahaman program kerja  

Fasilitator 
instansi 
terkait 

masyarakat 
pengguna 
instansi 
terkait 
tokoh 
masyarakat 

pendekatan 
dialog 
musyawarah 
warga 
dialog stake 
holder 

Naskah usulan 
pembentukkan 
Bamus, dll 

Balai desa 
Kantor RW 
Balai 
pertemuan 
dll 

Maks. 1 bulan 
setelah 
sosialisasi 
awal 

 

3. Penyusunan 
proposal  
 

Melaksanakan penyusunan proposal pembangunan PAM-
BM sbb: 
- menyiapkan materi 
- mendiskusikan proposal yang telah disusun sesuai 

tupoksi 
- menyiapkan pola dukungan masyarakat apabila proposal 

disetujui 
- menyiapkan mekanisme sumber dana , yang berasal 

dari: 
*        Masyarakat secara swadaya 
• Masyarakat dan pemerintah 
• Masyarakat dan pihak ketiga 
• Masyarakat, pemerintah dan pihak ketiga 

 

Bamus AM 
Bapel   AM 
Fasilitator 
Instansi 
terkait 

 - lokakarya 
- interaksi 

antar pelaku 

Alat tulis 
referensi 

Balai desa 
Kantor RW 
Balai 
pertemuan 

kesepakatan 
masyarakat 
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Tabel 2   (lanjutan) 
 

Kegiatan Uraian Kegiatan Pelaku 
Terkait Peserta Metoda Media Tempat/ 

forum Waktu Ket 
4. Pengusulan 
Proposal 

- Menyampaikan proposal kepada pihak yang 
berkepentingan diantaranya  kepada penyandang dana 
untuk mendapatkan kesepakatan sesuai program yang 
diajukan. 

- Menyampaikan mekanisme  sumber dana, yang berasal 
dari : 
• Masyarakat secara swadaya 
 
• Masyarakat dan pemerintah 

 
• Masyarakat dan pihak ketiga 
 
• Masyarakat, pemerintah dan pihak ketiga 
 

- Mengusulkan pola dukungan masyarakat sesuai 
kesepakatan sebagaimana tercantum pada proposal 
yang diajukan 

Bamus AM 
 
 
 
 
 
Bamus AM 
 
Bamus AM 
Instansi  
terkait  
Bamus AM 
Instansi  
terkait 
Pihak 
ketiga 
Bamus AM 
Instansi  
terkait 
Pihak 
ketiga 

Bamus AM 
Instansi  
terkait 
Pihak 
ketiga 
 

Komunikasi 
langsung atau 
tidak langsung 
 
 
 
Komunikasi 
langsung atau 
tidak langsung 

Naskah 
proposal 
 
 
 
 
Naskah 
mekanisme 
sumber dana 

Kantor 
penyandang 
dana 
 
 
 
Kantor 
penyandang 
dana 

kesepakatan 
masyarakat 
 
 
 
 
kesepakatan 
pihak terkait 

 

5. Penyaringan 
dan Persetujuan 
Proposal 

- Melakukan penyaringan dan persetujuan terhadapa 
proposal yang diajukan berdasarkan kriteria yang 
disepakati 

- Mendapatakan pengesahan dan persetujuan terhadap 
proposal yang diajukan. 

- Menetapkan proses penyelenggaraan sumber dana, yang 
berasal dari : 
• Masyarakat secara swadaya 
• Masyarakat dan pemerintah 
• Masyarakat dan pihak ketiga 
• Masyarakat, pemerintah dan pihak ketiga 

Penyandan
g dana 
investor 

 Kelaikan teknis 
dan non teknis 

Kriteria dan 
peraturan 
yang berlaku 

Ditentukan 
tim 
penyaring 

Ditentukan 
tim penyaring 
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Tabel 3   Kegiatan tahap perencanaan 
Kegiatan Uraian Kegiatan Pelaku Terkait Metoda Media Tempat 

/Forum Waktu Ket 
1. Persiapan       
a. Perijinan Mengurus perijinan: 

− lokasi sumber air 
− status lahan  penempatan lokasi instalasi 
− pengambilan  dan pemanfatan air baku 
− aspek pendanaan 
− pembentukan Badan Pengelola 
− Ijin bangunan  dengan persyaratan : 

+ surat bukti hak tanah 
+surat penunjukkan  penggunaan tanah  
+ kesesuaian dengan rencana kota 

Bamus-AM 
 
Bapel-AM 
Instansi terkait 

Dialog 
Diskusi 

Sertifikat 
SK 
Bukti 
pemilikan 

Balai desa 
Kantor RW 
Balai 
pertemuan, 
dll 
 

Sebelum 
pelaksanaan 
konstruksi 

 

b. Bentuk Kerjasama         
 

 - Swakelola 
 

- Menetapkan maksud, tujuan, sasaran, 
rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan 

- Melakukan perencanaan teknis untuk 
menyiapkan pelaksanaan yang tepat agar 
diperoleh rencana kebutuhan tenaga, bahan 
dan peralatan yang sesuai dengan 
kebutuhan 

- menetapkan mekanisme sumber dana, yang 
berasal dari: 

• Masyarakat secara swadaya 
• Masyarakat dan pemerintah 
• Masyarakat dan pihak ketiga 
• Masyarakat, pemerintah dan pihak 

ketiga 

Fasilitator 
Instansi terkait 
masyarakat 
 
 
 
 
Bamus-AM 
 
Bapel-AM 
Instansi terkait 
Pihak ketiga 
 

Diskusi   
 
 
 

Balai desa 
Kantor RW 
Balai 
pertemuan 
dll 

Kesepakatan 
masyarakat 

KEPPRE
S  no. 
80/2003 

- Kerja sama 
operasional  antara 
kontraktor / PDAM 
dengan masyarakat 

- Menentukan program kerja sama kedua 
belah pihak 

- Melaksanakan pekerjaan yang memer-lukan 
keahlian dan spesifikasi teknis khusus 

- Menentukan pembagian tugas sesuai ling-
kup dan kriteria  pelaksanaan pekerjaan 

- -menetapkan sumber dana 

Kontraktor 
PDAM 
Masyarakat 

Diskusi   Balai desa 
Kantor RW 
Balai 
pertemuan 
dll 

Kesepakatan 
masyarakat 
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Tabel 3  (lanjutan) 
 

Kegiatan Uraian Kegiatan Pelaku Terkait Metoda Media Tempat 
/Forum Waktu Ket 

2. Perencanaan Fisik  Menyusun rencana fisik yang meliputi : 
- menentukan lokasi dan jenis sumber air 

baku  
- menentukan luas dan kebutuhan daerah 

pelayanan 
- menentukan teknologi  pengolahan air 
- menentukan jaringan perpipaan 

Masyarakat 
Pendamping teknis 
Bapel-AM 

Survei 
lapangan 
Studi literatur 
Diskusi teknis 

Gambar 
rencana 
Konsep/blue 
print rencana 

Balai desa 
Kantor RW 
Balai 
pertemuan 
dll 

Kesepakatan 
masyarakat 

 

3. Jadwal /Perencanaan 
SDM 

Penyusunan Jadwal pelaksananan serta 
jumlah dan kualifikasi SDM yang diperlukan 

Masyarakat 
Pendamping teknis 
Bapel-AM 

Diskusi teknis Alat tulis Balai desa 
Kantor RW 
Balai 
pertemuan 
dll 

Kesepakatan 
masyarakat 

 

4. Pengadaan peralatan 
dan perlengkapannya 

       

- kontrak kerja sama 
dengan pihak produsen 
atau supplier 

- Melaksanakan pengadaan barang dan 
perlengkapan yang diperlukan untuk 
kegiatan pembangunan  

- Menentukan kesepakatan kerjasama 

Bamus-AM 
Pendamping teknis 

Ekspose 
Dialog 

Dokumen 
Kontrak 
Spesifikasi 

Balai desa 
Kantor RW 
Balai 
pertemuan, dll 

Kesepakatan 
masyarakat 

Adanya 
jaminan 
kualitas 
dari 
pabrik 

- pemanfaatan  bahan 
bangunan setempat 

- Melaksanakan pengadaan barang dan 
perlengkapan yang diperlukan untuk 
pembangunan  

- Menentukan bahan bangunan lokal sesuai 
yang direncanakan 

Masyarakat 
Pendamping teknis 

Ekspose 
Dialog 

Dokumen 
Kontrak 
Spesifikasi 

Balai desa 
Kantor RW 
Balai 
pertemuan, dll 

Kesepakatan 
masyarakat 
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Tabel 3  (lanjutan) 
 

Kegiatan Uraian Kegiatan Pelaku Terkait Metoda Media Tempat 
/Forum Waktu Ket 

5. Perencanaan 
Pembiayaan 

Menyusun perencanaan keuangan, 
meliputi 
- Mobilisasi Dana 
- Permintaan Cakupan Layanan  
- Rencana kebutuhan biaya  
- Perhitungan kebutuhan biaya 
- Pengembangan prasarana dan 
sarana  

Masyarakat 
Pendamping teknis 
Bapel-AM 

Diskusi 
teknis 

Alat tulis Balai desa 
Kantor RW 
Balai 
pertemuan 
dll 

Kesepakatan 
masyarakat 

 

6. Penyebarluasan 
Informasi 

- Menyusun informasi  tentang 
kinerja PAM-BM d 

- Menentukan pelaku terkait yang 
dapat disampaikan  untuk 
mempercepat pelayanan air 
minum 

Masyarakat 
Pendamping teknis 
Bamus-AM 
Bapel-AM 

Diskusi  Papan tulis 
Clipchart 
Brosur 
Leaflet/film 
Dll 

Balai desa 
Kantor RW 
Balai 
pertemuan 
dll 

Kesepakatan 
masyarakat 

 

7. Pengajuan Badan 
Hukum PAMBM 

Mengajukan Badan Hukum 
PAMBM  

Bamus-AM  Diskusi 
Penyampaia
n gagasan 

Pedoman 
pengajuan badan 
hukum 

Lembaga 
terkait yang 
berwenang  
mensahkan 
organisasi 
badan 
hukum 

Kesepakatan 
masyarakat 

Secara terinci 
pada panlak 
kelembagaan 

 



Pd T-06-2005-C 

17 dari 31 
BACK 

Daftar RSNI 
2006 

Tabel 4 Kegiatan tahap pembangunan 
 

Kegiatan Uraian Kegiatan Pelaku 
Terkait Metoda Media Tempat/ 

Forum Waktu Ket 
1. Pembangunan Fisik - Melaksanakan pekerjaan 

konstruksi/instalasi 
- Melakukan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kerja  
- Menyediakan peralatan keselamatan kerja 

Pendamping 
teknis 
Instansi 
terkait 

Pelaksanaan 
lapangan 

Peralatan kerja 
/konstruksi 

Lokasi instalasi 
PAMBM 

Kesepakatan 
masyarakat 

 

2. Pengawasan Melakukan kegiatan pengawasan dan 
pelaporannya 

Bamus-AM 
Bapel- AM 
Instansi teknis 
terkait 

Pemeriksaan 
Pengujian mutu 
Pengawasan 
Keamanan Kerja 

Peralatan 
permeriksaan 
pemantau, uji 
mutu 

Lokasi instalasi 
PAMBM 

Selama 
pembangunan 
fisik 

Acuan 
NSPM 

3. Pembiayaan 
Pembangunan 
 

Melaksanakan realisasi pembiayaan 
pembangunan sesuai termijn yang meliputi: 
− Biaya Gaji Upah 
− Biaya Operasional Sistem Administrasi 

dan Pengelolaan Aset 

Bamus-AM 
Bapel- AM 
Pendamping 
teknis 

Pembiayaan 
pembangunan 

Cash flow Lokasi instalasi 
PAMBM 

Selama 
pembangunan  

 

4. Pengujian kinerja Melaksanakan pengujian kinerja sesuai 
standar/spesifikasi teknis 

Pendamping 
teknis 
Bapel-AM 
Masyarakat 

Uji lapangan 
Uji laboratorium 

Penyampaian 
sampel 

Lokasi instalasi 
PAMBM 

Setelah 
pembangunan 
fisik 

Kendali 
mutu 

5.Serah terima Laporan PAM-
BM 

Menyerahkan laporan pembangunan PAM-BM 
yang dilengkapi dokumen teknis seperti:  
- as built drawing 
- spesifikasi 
- manual  
- petunjuk teknis, dll 

Bapel-AM 
Pendamping 
teknis 

Inventarisasi 
Kompilasi data 

Data file 
Komputerisasi 

Kantor direksi 
lapangan 

Setelah 
pembangunan 
fisik 

 

 
 

 
 
 
 
 
 






























